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WALIKOTABONTANG

PROVINSIKALIMANTANTIMUR

RANCANGAN

PERATURANWALIKOTABONTANG

NOMOR….TAHUN….

TENTANG

PEDOMANPELAKSANAANKEGIATANPEMBANGUNANSARANADANPRASARANA

KELURAHANDANPEMBERDAYAANMASYARAKATDIKELURAHAN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABONTANG,

Menimbang : a.bahwaberdasarkanketentuanPasal230ayat(4)Undang-

Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah,Pasal30ayat(7)PeraturanPemerintahNomor17

Tahun2018tentangKecamatan,danPasal10ayat(2)

PeraturanMenteriDalam NegeriNomor130Tahun2018

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan danPemberdayaan MasyarakatdiKelurahan,

dimana Pemerintah Daerah mengalokasikan Kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan

pemberdayaanmasyarakatdikelurahanpalingsedikit5%

(lima persen) darianggaran pendapatan dan belanja

daerah setelah dikurangidana alokasikhusus,serta

mendapattambahandanaalokasiumum tambahanyang

ditetapkansesuaidenganketentuanperaturanperundang-

undangan;

b.bahwaPeraturanWaliKotaNomor18Tahun2018tentang

PedomanPelaksanaanProgram FasilitasidanPartisipasi

Masyarakat sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhirdenganPeraturan WaliKotaBontang Nomor6

Tahun2020tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanWali
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Kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pelaksanaan Program Fasilitasi dan Partisipasi

Masyarakat,sudahtidaksesuaidengankondisisaatini

sehinggaperludiganti;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di

maksud dalam hurufa dan hurufb,perlu menetapkan

Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan

KegiatanPembangunanSaranadanPrasaranaKelurahan

danPemberdayaanMasyarakatdiKelurahan;

Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

RepublikIndonesiaTahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan,Kabupaten Malinau,

KabupatenKutaiBarat,KabupatenKutaiTimurdanKota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999Nomor175,TambahanLembaran),NegaraRepublik

IndonesiaNomor3839)sebagaimanatelahdiubahdengan

Undang-UndangNomor7Tahun2000tentangPerubahan

atas Undang-Undang Nomor47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan,Kabupaten Malinau,

KabupatenKutaiBarat,KabupatenKutaiTimurdanKota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor74,TambahanLembaranNegaraRepublik

IndonesiaNomor3962);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran

Negara Republik Indonesia Nomor5587)sebagaimana

telahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang-Undang

Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor5679);

MEMUTUSKAN
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Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKATDIKELURAHAN.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam PeraturanWaliKotainiyangdimaksuddengan:

1. DaerahadalahKotaBontang.

2. WaliKotaadalahWaliKotaBontang.

3. PemerintahDaerahadalahWaliKotasebagaiunsurpenyelenggarapemerintah

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadikewenangan

Daerah.

4. PerangkatDaerahadalahunsurpembantuWaliKotadanDewanPerwakilan

RakyatDaerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mejadi

kewenanganDaerah.

5. KecamatanadalahwilayahkerjacamatsebagaiPerangkatDaerah.

6. CamatadalahkepalaKecamatansebagaiPerangkatDaerahyangmempunyai

wilayahkerjaditingkatKecamatandalam Daerah.

7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat

Kecamatan.

8. LurahadalahKepalaKelurahan.

9. RukunTetanggayangselanjutnyadisingkatRTadalahlembagayangdibentuk

melaluimusyawarah dan mufakat masyarakat setempat dalam rangka

pelayananpemerintahanyangditetapkanolehpemerintahanKelurahan.

10. DanaAlokasiUmum TambahanyangselanjutnyadisingkatDAU Tambahan

adalah dukungan pendanaan bagiKelurahan diDaerah untuk Kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan

masyarakatdiKelurahan.

11. AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahyangselanjutnyadisingkatAPBD

adalahrencanakeuangantahunanDaerahyangditetapkandenganPeraturan

Daerah.

12. Kegiatanadalahbagiandariprogram yangdilaksanakanolehsatuataulebih

unitkerjapadasatuankerjaperangkatdaerahsebagaibagiandaripencapaian

sasaranterukurpadasuatuprogram danterdiridarisekumpulantindakan
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pengerahansumberdayabaikyangberupasumberdayamanusia,barang

modaltermasukperalatandanteknologi,dana,ataukombinasidaribeberapa

ataukesemuajenissumberdayatersebutsebagaimasukan(input)untuk

menghasilkankeluaran(output)dalam bentukbarang/jasa.

13. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut

Swakelolaadalahcaramemperolehbarang/jasayangdikerjakansendirioleh

PerangkatDaerahatauKelompokMasyarakat.

14. MusyawarahRencanaPembangunanyangselanjutnyadisebutMusrenbang

adalahforum antarpelakudalam rangkamenuyusunrencanapembangunan

Daerah.

15. PemberdayaanMasyarakatadalahupayamengembangkankemandiriandan

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan,perilaku,kemampuan,kesadaran,sertamemanfaatkansumber

dayamelaluipenetapankebijakan,program,Kegiatan,danpendampinganyang

sesuaidenganesensimasalahdanprioritaskebutuhanmasyarakat.

16. RencanaPembangunanTahunanDaerahyangselanjutnyadisebutRencana

KerjaPemerintahDaerahyangselanjutnyadisingkatRKPDadalahdokumen

perencanaanDaerahuntukperiode1(satu)tahun.

17. KuasaPenggunaAnggaranyangselanjutnyadisingkatKPA adalahpejabat

yang diberikuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna

anggarandalam melaksanakansebagiantugasdanfungsiPerangkatDaerah.

18. BendaharaUmum DaerahyangselanjutnyadisingkatBUDadalahPPKDyang

bertindakdalam kapasitassebagaiBUD.

19. Kelompok Masyarakatadalah Kelompok Masyarakatyang melaksanakan

pengadaanbarang/jasadengandukungananggaranbelanjadariAPBD.

20. BankPenyaluradalahmitrakerjasebagaitempatdibukanyarekeningatas

namaKecamatanuntukmenampungdanabantuanPemerintahDaerahyang

akandisalurkankepadapenerimabantuanPemerintahDaerah.

Pasal2

RuanglingkupPeraturanWaliKotainimeliputi:

a. jenisKegiatan;

b. perencanaanKegiatan;

c. penganggaran;

d. pelaksanaananggaran;

e. pelaksanaanKegiatan;

f. penatausahaandanpertanggungjawaban;dan
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g. pembinaandanpengawasan.

Pasal3

(1) PrinsippelaksanaanKegiatanpembangunansaranadanprasaranaKelurahan

danpemberdayaanmasyarakatdiKelurahanmeliputi:

a. transparansi;

b. partisipatif;

c. akuntabilitas;dan

d. berkelanjutan.

(2) Transparansisebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufa yaitu seluruh

program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapatdiketahuioleh

masyarakatdenganmudahdanterbuka.

(3) Partisipatifsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbyaitumasyarakat

berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan program yang

dilaksanakanolehPemerintahDaerah.

(4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufc yaitu seluruh

program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah wajib

dipertanggungjawabkansecaraadministratif,teknisdanhukum.

(5) Berkelanjutansebagamanadimaksudpadaayat(1)hurufdyaitumanfaathasil

program yangdilaksanakanolehPemerintahDaerahdapatdirasakanlangsung

olehmasyarakatsecaraterus-menerus.

BABII

JENISKEGIATAN

Pasal4

PeraturanWaliKotainimengaturKegiatan:

a. pembangunansaranadanprasaranaKelurahan;dan

b. pemberdayaanmasyarakatdiKelurahan

Pasal5

(1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana

dimaksuddalam Pasal4hurufadigunakanuntukmembiayaipelayanansosial

dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup

masyarakat.

(2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana

dimaksudpadaayat(1),meliputi:

a.pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansaranadan
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prasaranalingkunganpemukiman;

b.pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemiliharaansaranadan

prasaranatransportasi;

c.pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansaranadan

prasaranakesehatan;dan/atau

d.pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansaranadan

prasaranapendidikandankebudayaan.

Pasal6

(1) Pengadaan,pembangunan,pengembangandan/ataupemeliharaansaranadan

prasaranalingkunganpemukimansebagaimanadimaksuddalam Pasal5ayat

(2)hurufa,meliputi:

a. jaringanairminum;

b. drainasedanselokan;

c. saranapengumpulansampahdansaranapengelolaansampah;

d. sumurresapan;

e. jaringanpengelolaanairlimbahdomestikskalapermukiman;

f. alatpemadam apiringan;

g. pompakebakaranportable;

h. peneranganlingkunganpermukiman;

i. penutupparit/drainase;

j. saranaatauprasaranaolahraga;

k. closedcircuittelevisionjalan/lingkungan;

l. tiangdan/atauumbul-umbul;

m.tamanRT;

n. pengecatangangdan/atautrotoarRT;

o. bibittanamantoga/tanamanpencegahpenyakitdan/atautanamanbuah;

p. pottanaman;

q. peralatanpendukungpembuatansumurresapan/lubangbiopori;

r. gapura;

s. meteranlistrikdansambunganairfasilitasumum;

t. saranadanprasaranauntukfasilitasumum;

u. pembangunanatauperbaikanfasilitasumum;

v. peralatanpendukungpenyediaanairbersihuntukumum;dan/atau

w.plangnamaRT/patokbatas/plangbatasRT.

(2) Pengadaan,pembangunan,pengembangandan/ataupemeliharaansaranadan

prasaranatransportasisebagaimanadimaksuddalam Pasal5ayat(2)hurufb,
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meliputi:

a.jalan/gangpemukiman;

b.jalanporosKelurahan;

c.jembatanskalakecil;

d.portaljalan;dan/atau

e.pintuairpengendalibanjir.

(3) Pengadaan,pembangunan,pengembangandan/ataupemeliharaansaranadan

prasaranakesehatansebagaimanadimaksuddalam Pasal5ayat(2)hurufc,

meliputi:

a.mandi,cuci,kakusuntukumum/komunal;dan/atau

b.pospelayananterpadu,pospembinaanterpadu,danposusahakesehatan

kerja.

(4) Pengadaan,pembangunan,pengembangandan/ataupemeliharaansaranadan

prasaranapendidikandankebudayaansebagaimanadimaksuddalam Pasal5

ayat(2)hurufd,meliputi:

a.tamanbacaanmasyarakat;

b.bangunanpendidikananakusiadini;

c.wahanapermainananakdipendidikananakusiadini;dan/atau

d.bangunandan/atauperangkatkebudayaan.

Pasal7

(1) Kegiatan pemberdayaan masyarakatdiKelurahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal4hurufb,digunakanuntukpeningkatankapasitasdankapabilitas

masyarakatdiKelurahandenganmendayagunakanpotensidansumberdaya

sendiri.

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakatdiKelurahan sebagaimana dimaksud

padaayat(1),meliputi:

a.pengelolaanKegiatanpelayanankesehatanmasyarakat;

b.pengelolaanKegiatanpelayananpendidikandankebudayaan;

c.pengelolaanKegiatanpengembanganusahamikro,kecildanmenengah;

d.pengelolaanKegiatanlembagakemasyarakatanKelurahan;

e.pengelolaan Kegiatan ketenteraman masyarakat,ketertiban umum,dan

perlindunganmasyarakat;dan/atau

f. penguatankesiapsiagaanmasyarakatdalam menghadapibencanaserta

kejadianluarbiasalainnya.

(3) LembagakemasyarakatanKelurahansebagaimanadimaksudpadaayat(2)

hurufdmeliputi:
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a.RT;

b.tim penggerakpemberdayaankesejahteraankeluarga;

c.karangtaruna;

d.posyandu;dan

e.lembagapemberdayaanmasyarakat.

Pasal8

(1) Pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana

dimaksuddalam Pasal7ayat(2)hurufa,meliputi:

a.peningkatanperilakuhidupbersihdansehat;

b.keluargaberencana;

c.pelatihankaderkesehatanmasyarakat;

d.dukunganpeningkatanpelayananpospelayananterpadu,pospembinaan

terpadu,dan/atauposusahakesehatankerja;

e.dukunganpelaksanaangerakanmasyarakathidupsehat;dan/atau

f. dukunganpelaksanaanpenanggulanganstunting.

(2) Pengelolaan Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana

dimaksuddalam Pasal7ayat(2)hurufb,meliputi:

a.penyelenggaraanpelatihankerja;

b.penyelenggaraankursussenibudaya;

c.dukunganpeningkatanKegiatanpendidikananakusiadini;

d.pelatihan/sosialisasipeningkatanketerampilandan/ataupengetahuanbagi

perempuan,remajadananak;

e.dukunganpendidikandalam jaringanuntukpesertadidik;dan/atau

f. pelaksanaanperayaanHariUlangTahunRepublikIndonesia

(3) Pengelolaan Kegiatan pengembangan usaha mikro,kecildan menengah

sebagaimanadimaksuddalam Pasal7ayat(2)hurufc,meliputi:

a.penyelenggaraanpelatihanusaha;

b.penyelenggaraanpelatihanpeningkatankerja/peningkatanpengembangan

usaha/matapencaharianalternative;

c.penyelenggaraanpelatihanekonomikreatif;

d.peningkatanekonomimasyarakatmelaluipengembangandanrekayasa

teknologitepatguna;dan/atau

e.pengembanganekonomikreatifmelaluiinvestasinonpermanendengan

penguatan modalbagipelaku usaha mikro berupa peminjaman dana

bergulir.

(4) Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
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dalam dalam Pasal7ayat(2)hurufd,meliputi:

a.penguatankelembagaanlembagakemasyarakatanKelurahan;dan/atau

b.penyelenggaraanpelatihanlembagakemasyarakatan.

(5) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat(4)hurufa

meliputi:

a.penyediaanperalatandanperlengkapansekretariat;dan/atau

b.penyediaanmakanminum rapat.

(6) Pengelolaan Kegiatan ketenteraman,ketertiban umum,dan perlindungan

masyarakatsebagaimanadimaksuddalam Pasal7ayat(2)hurufe,meliputi:

a.pengadaan/penyelenggaraanposkeamananKelurahan;dan/atau

b.penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban

Kelurahan.

(7) Penguatan kesiapsiagaan masyarakatdalam menghadapibencana serta

kejadianluarbiasalainnyasebagaimanadimaksuddalam Pasal7ayat(2)

huruff,meliputi:

a.penyediaanlayananinformasitentangbencana;

b.pelatihankesiapsiagaanmasyarakatdalam menghadapibencana;

c.pelatihantenagasukarelawanuntukpenangananbencana;

d.edukasimanajemenproteksikebakaran;dan/atau

e.dukunganKegiatanpenangananwabah/bencana.

BABIII

PERENCANAANKEGIATAN

Pasal9

(1) Penentuan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan

pemberdayaanmasyarakatdiKelurahansebagaimanadimaksuddalam Pasal

5danPasal7dilakukanmelaluirembukwargatingkatRTdanmusyawarah

pembangunanKelurahan.

(2) Dalam halterdapatpenambahandan/atauperubahanKegiatanpembangunan

saranadanprasaranaKelurahandanpemberdayaanmasyarakatdiKelurahan

sebagaimanadimaksudpadaayat(1),dilakukanmelaluimusyawarahantara

Lurah,lembagapemberdayaanmasyarakat,danRT.

(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dilaksanakan untuk

mendapatkan kesepakatan penentuan Kegiatan tambahan dan/atau

perubahan.

(4) Kesepakatansebagaimanadimaksudpadaayat(3)dibuatdalam bentukberita
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acara.

(5) Dalam halrembuk warga tidak dilakukan pada tahun berjalan,dapat

menggunakanhasilrembukwargapadatahunsebelumnya.

Pasal10

(1) KegiatanpembangunansaranadanprasaranaKelurahandanpemberdayaan

masyarakatdiKelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 disusun

dalam dokumen perencanaan Daerah sesuaidengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) PelaksanaanKegiatansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukandengan

melimpahkankewenanganWaliKotakepadaCamatdenganKeputusanWali

Kota.

BABIV

PENGANGGARAN

Pasal11

(1) PemerintahDaerahmengalokasikanpalingsedikit5%(limapersen)dariAPBD

setelah dikurangidana alokasikhusus untuk pembangunan sarana dan

prasaranaKelurahandanpemberdayaanmasyarakatdiKelurahan.

(2) Alokasianggaransebagaimanadimaksudpadaayat(1)dimasukkankedalam

anggaran Kelurahan yang tidak terpisahkan dengan anggaran Kecamatan

untukdimanfaatkansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

(3) Anggaransebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditambahDAU Tambahan

yangditetapkansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal12

Alokasidana Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan

pemberdayaanmasyarakatdiKelurahandibagikankepadaseluruhKelurahansesuai

dengankebutuhansetiap Kelurahandanprogram prioritasDaerahsertasesuai

denganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal13

(1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal10,Kecamatanmenyusunrencanakerjadananggaransesuaidengan

sumberpendanaanmasing-masingKegiatan.

(2) RencanakerjadananggaranKecamatansebagaimanadimaksudpadaayat(1),

disusunolehCamatatasusulLurahselakuKPA sesuaidenganketentuan
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peraturanperundang-undangan

Pasal14

(1) KegiatanpembangunansaranadanprasaranaKelurahandanpemberdayaan

masyarakatdiKelurahanpadasetiapRTdianggarkandenganpersentase:

a.60% (enam puluh persen)untuk pembangunan sarana dan prasarana

Kelurahan;dan

b.40%(empatpuluhpersen)untukpemberdayaanmasyarakatdiKelurahan.

(2) Dalam halpenganggaranKegiatanuntukpembangunansaranadanprasarana

diKelurahanpadaRTtidakdapatmencapai60% (enam puluhpersen)maka

penganggarandialihkankepadaRTlaindalam 1(satu)wilayahkelurahan.

BABV

PELAKSANAANANGGARAN

Pasal15

(1) WaliKotamenetapkanLurahselakuKPA berdasarkanusulanCamatuntuk

melaksanakanKegiatanpembangunansaranadanprasaranaKelurahandan

pemberdayaanmasyarakatdiKelurahan.

(2) Dalam melaksanakanKegiatansebagaimanadimaksudpadaayat(1),Lurah

wajibberkoordinasidenganPerangkatDaerahterkait.

(3) LurahselakuKPA sebagaimanadimaksudpadaayat(1)menunjukpejabat

penatausahaankeuanganpembantu.

(4) WaliKota menetapkan bendahara pengeluaran pembantu di Kelurahan

berdasarkanusulanLurahselakuKPAmelaluiBUD.

(5) Camatselaku pengguna anggaran menetapkan pejabatpelaksana teknis

Kegiatan,pejabatpengadaan,dan pejabatpemeriksahasilpekerjaan untuk

KegiatanpembangunansaranadanprasaranaKelurahandanpemberdayaan

masyarakatdiKelurahan.

(6) Dalam haldiKelurahanbelum tersediaaparatursebagaimanadimaksudpada

ayat(5),CamatmelaluiSekretarisDaerahdapatmemintakepadaPerangkat

Daerahlainuntukmenunjukdanmenetapkanpejabatpengadaandanpejabat

pemeriksahasilpekerjaan.

Pasal16

Pejabat penatausahaan keuangan pembantu di Kelurahan sebagaimana

dimaksudpadaPasal15ayat(3)bertugas:

a. menelitikelengkapansuratpermintaanpembayaranlangsungpengadaan
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barangdanjasayangdisampaikanolehbendaharapengeluaranpembantu

dandiketahui/disetujuiolehpejabatpelaksanateknisKegiatan;

b. menelitikelengkapan suratpermintaan pembayaran tambahan uang

persediaanyangdiajukanolehbendaharapengeluaranpembantu;

c. melakukanverifikasisuratpermintaanpembayaran;

d. menyiapkansuratperintahmembayar;dan

e. melakukanverifikasiharianataspenerimaan.

Pasal17

(1)Pelaksanaan anggaranuntukKegiatanpembangunan saranadan prasarana

KelurahandanpemberdayaanmasyarakatdiKelurahanmelibatkanKelompok

Masyarakat.

(2)KelompokMasyarakatsebagaimanadimaksudpadaayat(1)memenuhisyarat:

a. lembagakemasyarakatanyangmemilikiruang lingkupkerjadiwilayah

Kelurahansetempat;

b. telahditetapkandenganKeputusanLurah;

c. memilikistrukturorganisasi/pengurus yang ditandatanganioleh Ketua

KelompokMasyarakat;

d. memilikianggarandasardananggaranrumahtangga;dan

e. memilikisekretariatyangberdomisilidiKelurahansetempatyangdibuktikan

dengansuratketerangandariKelurahan.

BABVI

PELAKSANAANKEGIATAN

BagianKesatu

Umum

Pasal18

(1) Pengadaanbarang/jasauntukKegiatanpembangunansaranadanprasarana

KelurahandanpemberdayaanmasyarakatdiKelurahandilaksanakanmelalui

SwakelolatipeIV.

(2) Dalam halpengadaanbarang/jasasebagaimanadimaksudpadaayat(1)tidak

dapat dilaksanakan melalui Swakelola tipe IV, pengadaan barang/jasa

dilaksanakanmelaluipenyediasesuaidenganketentuanperaturanperundang-

undangandibidangpengadaanbarang/jasa.
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BagianKedua

PerencanaanSwakelola

Pasal19

(1)PerencanaanKegiatanmelaluiSwakelolatipeIVmeliputi:

a.penyusunanspesifikasiteknisataukerangkaacuankerja;dan

b.penyusunanperkiraanbiayaataurencanaanggaranbiaya.

(2)LurahselakuKPA membuatnotakesepahamandenganpimpinanKelompok

MasyarakatpelaksanaSwakelola.

(3)Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat(2)sebagaidasar

penyusunankontrakSwakelolaolehLurah.

Pasal20

(1) Lurahselakupejabatpembuatkomitmenmenyusunspesifikasiteknisatau

kerangkaacuankerjasetelahpenandatanganannotakesepahaman.

(2) PejabatpembuatkomitmenmemintapelaksanaSwakelolauntukmengajukan

rencanaanggaranbiaya.

(3) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat(2)digunakan

sebagaidasarpengajuan anggaran untuk pengadaan barang/jasa melalui

Swakelola.

BagianKetiga

PersiapanSwakelola

Pasal21

(1) PersiapanKegiatanSwakelolameliputi:

a.penetapansasaranpekerjaan;

b.penyelenggaraSwakelola;

c.rencanaKegiatan;

d.jadwalpelaksanaan;

e.rencanaanggaranbiaya.

(2) PenetapansasaranpekerjaanSwakelolasebagaimanadimaksudpadaayat(1)

hurufaditetapkanolehKPA.

(3) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufb
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ditetapkanolehpimpinanKelompokMasyarakat,yangterdiriatas:

a.tim persiapan,bertugasmenyusunrencanaKegiatan,jadwalpelaksanaan,

danrencanabiaya;

b.tim pelaksana,bertugas melaksanakan,mencatat,mengevaluasi,dan

melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan Kegiatan dan

penyerapananggaran;dan

c.tim pengawas,bertugas mengawasipersiapan dan pelaksanaan fisik

maupunadministrasiSwakelola.

(4) Rencana Kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana anggaran biaya

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufc,hurufddanhurufedisetujuioleh

KPAdenganmemperhitungkantenagaahli,peralatandanbahantertentuyang

dilaksanakandengankontrakterpisah.

(5) RencanaKegiatanyangdiusulkanolehKelompokMasyarakatdievaluasidan

disetujuiolehLurahselakuKPA.

(6) Hasilpersiapan pengadaan barang/jasa melaluiSwakelola sebagaimana

dimaksudpadaayat(1)dituangkandalam kerangkaacuankerjaKegiatan.

(7) KPAmenyusunrancangankontrakSwakeloladengantim persiapanKelompok

MasyarakatpelaksanaSwakelola.

(8) RancangankontrakSwakelolasebagaimanadimaksudpadaayat(7)paling

sedikitberisi:

a.parapihak;

b.barang/jasayangakandihasilkan;

c.nilaipekerjaan;

d.jangkawaktupelaksanaan;dan

e.hakdankewajibanparapihak.

BagianKeempat

PelaksanaanSwakelola

Pasal22

(1)Pejabat pembuat komitmen menandatanganikontrak Swakelola dengan

pimpinanKelompokMasyarakatsesuaidengannotakesepahaman.

(2)Nilaipekerjaan yang tercantum dalam kontrak Swakelola sebagaimana

dimaksudpadaayat(1)sudahtermasukkebutuhanbarang/jasayangdiperoleh

melaluipenyediadanbiayaoperasionalpalingbanyak10%(sepuluhpersen)dari

nilaikontrak.
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(3)Dalam hal terdapat pengadaan barang/jasa melalui penyedia maka

dilaksanakanolehtim pelaksanadenganberpedomanpadaprinsipdanetika

pengadaanbarang/jasa.

(4)KelompokMasyarakatpelaksanaSwakeloladilarangmengalihkanpekerjaan

utamakepadapihaklain.

Pasal23

(1)Tim pelaksana melaksanakan Kegiatan sesuaidengan jadwaldan tahapan

pelaksanaanKegiatanberdasarkankontrakSwakelolayangtelahdisepakatidan

melaporkan kemajuan pelaksanaan Kegiatan dan penggunaan keuangan

kepadapejabatpembuatkomitmensecaraberkala.

(2)Tim pengawasmelakukanpengawasanpelaksanaanKegiatansecaraberkala

sejak tahapan persiapan,pelaksanaan sampaidengan penyerahan hasil

pekerjaan.

(3)Pengawasan pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)

meliputipengawasanadministrasi,teknis,dankeuangan.

(4)Berdasarkanhasilpengawasan,tim pengawasmelakukanevaluasiSwakelola

dan memberikan rekomendasikepada pejabatpembuatkomitmen untuk

mengambiltindakankorektifapabiladiperlukan.

Pasal24

(1) PenyerahanhasilpekerjaanSwakeloladilakukanolehtim pelaksanakepada

pejabatpembuatkomitmensesuaidenganketentuankontrakSwakelola.

(2) PenyerahanhasilpekerjaanSwakelolasebagaimanadimaksudpadaayat(1)

dilaksanakansetelahtim pengawasmelakukanpemeriksaanhasilpekerjaan.

Pasal25

(1)PimpinanKelompokMasyarakat/tim pelaksanamenyerahkanhasilpekerjaandan

laporanpelaksanaanpekerjaankepadapejabatpembuatkomitmenmelaluiberita

acaraserahterimahasilpekerjaan.

(2)Penyerahanhasilpekerjaandanlaporanpelaksanaanpekerjaankepadapejabat

pembuatkomitmensetelahdilakukanpemeriksaanolehtim pengawas.

(3)Pejabat pembuat komitmen menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)kepadapenggunaanggaran.

(4)KPAmemintapejabatpemeriksahasilpekerjaanuntukmelakukanpemeriksaan

administrasiterhadaphasilpekerjaanSwakelolayangakandiserahterimakan.

(5)Hasilpemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(4)dituangkan dalam
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beritaacara.

(6)Dalam halbarang/jasa hasilpengadaan melaluiSwakelola akan dihibahkan

kepadaKelompokMasyarakat,prosesserahterimasesuaidenganketentuan

perundang-undangan.

Pasal26

(1) Perencanaan kebutuhan barang atas Kegiatan pembangunan sarana dan

prasaranaKelurahandanpemberdayaanmasyarakatdiKelurahanyangberupa

barang ssetyangdianggarkanpadabelanjamodaldicatatkandalam rencana

kebutuhanbarangmilikDaerahpengadaansebagaidasarpenganggaran.

(2) Dalam halpengadaanbarang/jasaatasKegiatanpembangunansaranadan

prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

menghasilkanbarangdandiperuntukkansebagaibarangmilikDaerahdengan

kriteriaberupabarang ssetdan/ataubelanjamodal,dilakukanpencatatanpada

kartuinventarisbarangdandisajikansebagai ssetpadalaporankeuangan

PemerintahDaerah.

(3) Dalam halpengadaanbarang/jasaatasKegiatanpembangunansaranadan

prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

menghasilkanbarangdanbukandiperuntukkansebagaibarangmilikDaerah,

Lurahmenyerahkanbarangdimaksudkepadapihakketiga/masyarakat.

(4) Penyerahanbarangsebagaimanadimaksudpadaayat(3)dituangkandalam

beritaacaraserahterima.

BagianKelima

Pembayaran

Pasal27

Pembayaran pelaksanaan Kegiatan oleh KPA sesuaidengan kesepakatan yang

tercantum dalam kontrakSwakeloladengantahapansebagaiberikut:

a. 30% (tigapuluhpersen)darikeseluruhandanaSwakelolaapabilaKelompok

Masyarakat pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola

berdasarkanperjanjiankontrak;

b. 40% (empatpuluhpersen)darikeseluruhandanaSwakelolaapabilapekerjaan

telahmencapai40%(empatpuluhpersen);dan

c. 30%(tigapuluhpersen)darikeseluruhandanaSwakelolaapabilapekerjaantelah

mencapai70%(tujuhpuluhpersen).

BagianKetujuh
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FasilitatorKegiatan

Pasal28

(1)Pelaksanaan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan

pemberdayaanmasyarakatdiKelurahandibantuolehfasilitatorKegiatan.

(2)FasilitatorKegiatansebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiriatas:

a.fasilitatorpemberdayaanmasyarakat;dan

b.fasilitatorteknis.

(3)Fasilitator pemberdayaan masyarakat dan fasilitator teknis sebagaimana

dimaksudpadaayat(2)diberikanalokasidanapalingtinggi8%(delapanpersen)

daripaguKegiatan.

Pasal29

(1)Fasilitatorpemberdayaanmasyarakatsebagaimanadimaksuddalam Pasal28

ayat(2)hurufaterdiriatas:

a.koordinator;dan

b.anggota.

(2)Fasilitatorpemberdayaan masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat(1)

berasaldariunsurkaderpemberdayaanmasyarakatdiKelurahan.

(3)KaderpemberdayaanmasyarakatdiKelurahansebagaimanadimaksudpadaayat

(3)sesuaidengandomisiliKelurahanmasing-masing.

(4)FasilitatorpemberdayaanmasyarakatpadaKegiatanpembangunansaranadan

prasaranaKelurahandanpemberdayaanmasyarakatdiKelurahanbertugas:

a.membantuprosespenyusunandanpenatausahaanadministrasiKegiatan;

dan

b.melakukanpendampingan,sosialisasidaneksposekepadamasyarakat.

(5)FasilitatorpemberdayaanmasyarakatpadaKegiatanpembangunansaranadan

prasaranaKelurahandanpemberdayaanmasyarakatdiKelurahansebagaimana

dimaksudpadaayat(1)ditetapkandenganKeputusanCamat.

(6)Pemilihan Kader pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan

ketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal30

(1) Fasilitatorteknissebagaimana dimaksud dalam Pasal28 ayat(2)hurufb

berasaldariunsurmasyarakat.

(2) Unsurmasyarakatyangdapatmenjadifasilitatorteknissebagaimanadimaksud

padaayat(1)harusmemenuhisyarat:
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a.palingrendahberpendidikanDiploma-3(D3);

b.mempunyaipengalamanpalingsedikit3(tiga)tahundibidangkonstruksi;

c.berdomisilidiDaerah;dan

d.tidakterlibatdalam keanggotaanpartaipolitik.

(3) FasilitatorteknispadaKegiatanpembangunansaranadanprasaranaKelurahan

danpemberdayaanmasyarakatdiKelurahanbertugas:

a.membantuprosespenyusunankerangkaacuankerjadanrencanaanggaran

biaya;

b.menyusunperencanaantekniskontruksisederhana;dan

c.membantudalam penyusunanlaporanlaporanpertanggungjawaban.

(4) FasilitatorteknispadaKegiatanpembangunansaranadanprasaranaKelurahan

danpemberdayaanmasyarakatdiKelurahansebagaimanadimaksudpadaayat

(4)ditetapkandenganKeputusanCamat.

BABVII

PENATAUSAHAANDANPERTANGGUNGJAWABAN

Pasal31

(1)PenatausahaanKegiatanpembangunansaranadanprasaranaKelurahandan

pemberdayaanmasyarakatdiKelurahanmenggunakanmekanismetambahan

uangdanmekanismelangsungsesuaidenganketentuanperaturanperundang-

undangan.

(2)Padasaatpenetapanperaturanpresidenmengenairinciananggaranpendapatan

danbelanjanegara,pejabatpengelolakeuanganDaerahmelakukanpencatatan

piutangpendapatanDAU TambahandanpendapatanDAU Tambahanlaporan

operasional.

(3)PadasaatanggaranKegiatanpembangunansaranadanprasaranaKelurahan

dan pemberdayaan masyarakatdiKelurahan yang berasaldarianggaran

pendapatandanbelanjanegaraditerimadirekeningkasumum Daerah,pejabat

pengelola keuangan Daerah melakukan pencatatan kas dikas Daerah dan

pendapatanDAUTambahanlaporanrealisasianggaran.

(4)PelaporankeuanganKegiatanpembangunansaranadanprasaranaKelurahan

dan pemberdayaan masyarakatdiKelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan

selakuentitasakuntansi.

(5)PengakuanbelanjadanbebanatasanggaranKegiatanpembangunansaranadan

prasaranaKelurahandanpemberdayaanmasyarakatdiKelurahanberdasarkan

laporanpertanggungjawabantambahanuangdanlaporanpertanggungjawaban

fungsional.
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Pasal32

Sisa anggaran Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan

pemberdayaanmasyarakatdiKelurahanyangberadadirekeningkasumum Daerah

maupunrekeningKelurahanmenjadisisalebihperhitungananggaranyangakan

diperhitungkanpadaalokasiuntukKegiatantahunanggaranselanjutnya.

Pasal33

PejabatpenatausahaankeuanganpembantudiKelurahansebagaimanadimaksud

dalam Pasal15 ayat(3)dalam melaksanakan pertanggungjawaban Kegiatan

pembangunansaranadanprasaranaKelurahandanpemberdayaanmasyarakatdi

Kelurahanmempunyaitugasmelakukanverifikasiataslaporanpertanggungjawaban

yangdisampaikanolehbendaharapengeluaranpembantukepadaKPA.

Pasal34

VerifikasisebagaimanadimaksudpadaPasal33meliputi:

a. menelitikelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan

buktipengeluaranyangdilampirkan;

b. mengujikebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang

tercantum dalam ringkasanperrincianobjek;

c. menghitungpengenaanpajakpertambahannilai/pajakpenghasilanatasbeban

pengeluaranperrincianobjek;dan

d. mengujikebenaransesuaidengansuratperintahmembayardansuratperintah

pencairandanayangditerbitkanperiodesebelumnya.

Pasal35

Laporan penggunaan anggaran Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

KelurahandanpemberdayaanmasyarakatdiKelurahandisampaikankepadaCamat

danBUDsetiapsemester.

Pasal36

Bataswaktupenyampaianlaporansebagaimanadimaksuddalam Pasal35untuk:

a. semesterIdisampaikanpalinglambatminggukeduabulanJuli;dan

b. semesterIIdisampaikanpalinglambatminggukeduabulanJanuari.

Pasal37

Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan sarana dan
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prasaranaKelurahandanpemberdayaanmasyarakatdiKelurahankepadaWaliKota

melaluiCamat.

Pasal38

(1) WaliKotamenyampaikanlaporanpelaksanaanKegiatanpembangunansarana

danprasaranaKelurahandanpemberdayaanmasyarakatdiKelurahankepada

MenteriDalam NegerimelaluiGubernurKalimantan Timursebagaiwakil

PemerintahPusat.

(2) Dalam halmenyampaikanlaporanpelaksanaanKegiatanpembangunansarana

danprasaranaKelurahandanpemberdayaanmasyarakatdiKelurahankepada

GubernurKalimantanTimurdikoordinirolehBagianPemerintahanSekretariat

Daerah.

BABVIII

PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal39

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kegiatan

pembangunansaranadanprasaranaKelurahandanpemberdayaanmasyarakat

diKelurahan.

(2) Dalam melakukanpembinaandanpengawasan,WaliKotadapatmelimpahkan

kewenangannyakepadaCamat.

(3) Dalam melakukanpembinaansebagaimanadimaksudpadaayat(1),WaliKota

dapatmenugaskanPerangkatDaerahterkaitdenganmembentukTim.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dalam pelaksanaannya

dibantuInspektoratDaerah.

(5) PembinaandanpengawasanolehCamatsebagaimanadimaksudpadaayat(2)

dilaksanakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

(6) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan

KeputusanWaliKota.

BABIX

PEMBIAYAAN

Pasal40

PembiayaanataspelaksanaanPeraturanWaliKotainibersumberdari:

a.anggaranpendapatandanbelanjanegara;dan/atau
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b.APBD

BABX

KETENTUANPERALIHAN

Pasal41

PelaksanaanKegiatanprogram fasilitasidanpartisipasimasyarakatyangsaatini

sedang berjalan dapattetap dilaksanakan sampaidengan berakhirnya Tahun

Anggaran2020.

BABXI

KETENTUANPENUTUP

Pasal42

PadasaatPeraturanWaliKotainimulaiberlaku,PeraturanWaliKotaBontang

Nomor18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasidan

PartisipasiMasyarakat(Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor18)

sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhirdengan Peraturan WaliKota

BontangNomor6Tahun2020tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanWaliKota

Nomor18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasidan

PartisipasiMasyarakat(BeritaDaerahKotaBontangTahun2020Nomor6),dicabut

dandinyatakantidakberlaku.

Pasal43

PeraturanWaliKotamulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturanWali

Kotainidenganpenempatannyadalam BeritaDaerahKotaBontang.

DitetapkandiBontang
padatanggal…………..
Pjs.WALIKOTABONTANG,

RIZAINDRARIADI

DiundangkandiBontang
padatanggal………
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SEKRETARISDAERAHKOTABONTANG,

AJIERLYNAWATI

BERITADAERAHKOTABONTANGTAHUN…NOMOR…..


